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Menimbang : a.

Mengingat

b.

: 1.

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2Ol3 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2OI3, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Aceh' Singkil tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dal Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran
2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a28Al;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahataan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dal Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2AO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor aaOQ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia aa38l;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O 9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembarar'
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2LO,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor aO28);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2I tahun 2OO7 tentang perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahwn 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4772jt

9.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor I7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53a0);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 31O);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2OI2
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI3 {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5O8);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OI4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 32);

17. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2O1l tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2O11 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Aceh Nomor 27);

18. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil {Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2OOB Nomor 163);

19. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2OI3 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2OI3 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2OI2 Nomor 5);

2O. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2OL2
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 22).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2OL3 terdiri dari :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
2.Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

yang Sah
Jumlah Pendapatan

b. Belanja

1. Belanja Tidak langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Subsidi
c) Belanja Hibah
d) Belanja Bantuan Sosial
e) Belanja Bantuan Keuangan
f) Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Hibah BaranglJasa yang

diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat

d) Bantuan Sosial Barang/jasa
Yang diserahkan kepada
Pihak Ketiga/ Masyarakat

e) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Rp. 18.O24.823.A52,7O
Rp. 447 .005.167 .964,67

Rp. 10.066.134.480.OO
Rp. 475.096.125.497,37

Rp. 200.506.048.650,O0
Rp. 1.800.000.o00,00
Rp. 2.264.84O.O0O,0O
Rp. 3.903.261.200,00
Rp. 4.534.717.388,00
Rp. 1.049.975.10O.OO
Rp. 214.O58.842.338,OO

Rp. 47.8IO.373.493,00
Rp. 76.O85.924.O81,OO

Rp. 8.316.615.050,00

Rp. L.946.283.O0O,OO
Rp. 115.933.88.O47.OO
Rp. 25O.093.023.671.O0

Rp. 464.151.866.009.0O

Rp. 1O.944.259 .488,37
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c- Pembiayaan

1. Penerimaal Pembiayaan

2. Pengeluaran Pembiayaan

PembiayaanNetto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp. 21.849.A84.991,24

Rp. 55O.0O0.OO0.O0

Rp. 21.299.O84.99I.24

Rp. 32.243.344.479 ,6I

o

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum daram Lampiran II merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di
pada tanggal

D 
u"Ktr ACEH

Singkil
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SAFRIADI
Diundangkan di Singkil

SEKRETARIS DAE UPATEN
ACEH

BERIT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2OL4 NOMOR *-3.9
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